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Meninrlrang

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara:

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 lentamg Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiona-i;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Mengingai

GUBER.ITI'R LAMPUNG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahtrn 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 26a ayaL (21

Undang-Undang Nomor 23"Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan
dengan Peraturan KePala Daerah;

b. l-ahwa Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Lampurg Tahun 2O21 memuat rancangarr' lrcf,arrgka ekonomi
daerah, p.io.it^" pembangunan daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan untux jangka waktu I (satu) tahun yang

dlsusurL dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi l'ampung Tahun
2O1g-2O24, Rencana Kerja Pemerintah {RKP) dan progran
strategis nasional yang merupakan satu kesatuan dalam

Sistem -Derencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahw'a Rencana Keq'a Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Lamflung Tahun 2021 lnemuat arahan kepada Perangkat
Oaeiatr di lingkrrngan PemerinJah Prorrrnsi La.mpung dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi
dan misi pembangunal Provinsi Lampung serta menjadi ciasar
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) darr Prioritas darr

Fl"fo., Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan
pe.tyus''rr". Rancr^rrgan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (R-APBD) Tahun 2021;

d. bahwa berdasarkalt pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf b dan huruf c teisebut di atas, perlu disusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi l'ampung
Tahurr 2-O21 dan :nenetapkannya dengan kraturan Gu{rernur
Lampung;



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembargunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OOS-2O25;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20lS;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Pen,,usunatt Pengendalial dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pentbangunan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daera.h Dan Rencana Pembangunan Jangka
Meneri-gah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah Dan Rencana Keq'a
Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi. Kode{ikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4O 'Iahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keq'a pemerintah
Daerah Tahun 2021;

1 l. Pelaturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2O07
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Lampung Thhun 2005-2025;

12. Peraturatr Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dal Susunan Perangkat Daerah
Provinsi lampung;

13. Peraturarr Daerah Frovinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rancangan Perr5angunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNT'R TENTANG REI{CANA KETTJA
PEMERnTIATT DAERATT (Rr(PDl pRovlrsr LAlrlpuryc TArIUlt
202L.

BAB I
KEIEITTUAN T'MUM

Pasal 1

Menetapkan

Dalam Peraturan Gubenr--rr ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kipentingan
masyarak:rt setempat menurut prakarsa sendiri beidasarkan
aspirasi masyaralat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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Pemerirrtah Daerah adalah Gubernur sebagai
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksalaan
yang rnenjadi kewenangan daerah otonom.

Guber-' r r r r acla-lah Gubdrnur l,ampung.

Den'ar. Ler u akilan Rak-vat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembagi. perwakilan rakyat daerah yang brkedudukan sebagar unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelak-qarlaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakat, dan menyejahterakan masyarakat.

perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
p".ry.1..rgg".aan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanga-n Daerah'

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat
RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5
(limal tahun.

Rencana Ke4'a Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah )'ang selanjutnya disingkat
RPJPII adatah dokumen perencana€rn Daerah untuk periode 2O (dua puluh)
tahun.

Rencara F nbangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutrrya disingkat
RPJMD adalah dokumerr perencana€rn Daerah untuk periode 5 {lima) tahun'

Reni:ana Petnbangunan Tahunan Daeralr yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggalar Penclapatan dan Belanja Da.erall yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

unsur
urusan

penyelenggara
Pemerintahan

3.
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5.

6.

7.
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1.3. Kebr.lakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memLr:rt l<ebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satui tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS

adalai Drogi'am prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk- setiap program 5s$agai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan aiiggaran satuan kela Perangkat
Daerah.

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode l(satu) tahun.

16.. [encana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA-PD adalah dokr.men perencanazrn dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Peratg!<at Daerah serta
rencalr 3 pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

17, Prograrn adalah bentuk instrumen kebijakal yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Peranrgkat Derah atau masyarakat, yang
dikoorclinasikan oleh pemeriirtah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuaa
pembangunal daerah-
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Kegiarar.r adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagari d.ari pencapaian sasaran terukur
pada su.rtu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumb.r' daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
te.rmasu k peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut, sebrgai masukan (input) untuk
rnenghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barar,.g/jasa.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebogai penambah
nilar kekavaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

20. Belanja Daerah
pengu;'ang nilai
bersangkutan.

21

,'))

zJ.

adala-h semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

Pembral'aan adalah sletiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengelrr:rran yang akan diterima kembati, baik pada tahun anggaran yang
bersan sliu tarr maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Sasara', adalah target atau hasil yang Ciharapkan dari suatu program atau
kelualait .vang diharapkan dari suatu kegiatan.
Prograr, adalah bentuk. instrument kebiiakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh pe:angkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.

BAB U
RTI{CAITA KER^'A DAIT SISTEMATIXA RI(PD

. pasal 2

( 1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 202 1 terdiri dari:
a. Br.rkr-r I : tentang gambar.an umum kondisi daerah,

malro, arah kebijat<an keuangan .

pembangunan daerah, rencana progtram
pendanaan; dan

b. Buku ll tentang program dan rencana
Provinsi Lampung;

kerangka ekonomi
daerah, priorita.s

dan kegiatan, dan

kegiatan Perangkat Daerah

(2) RKPD sebagaimana diroaksud pada ayat (l) merupakan rencana pembangunan
tahunan daerah yang berisikan dokumen perencanaan pembangunan provinsi
Lampr-rrrg untuk tahun 2027 periode tanggal I Januari 2a2l d,an berakhir
sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

(1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2a21 menjadi landasan penyusunan KUA
APBD ijrovinsi I-ampung Can ppAS Tahun 2O2l;

(2) .RKPD sebagaimana rlimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman bagi Perangkat Daerah daram menyusun Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2A21;

b. Acr-ran bagi Pemerintah Kabupaten/Kota .dalam menyusun Rencana Kerl'a
Pemenntah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2A2\ darr

c. Pedoman bagi Pemerintah provinsi Latrrpung dalam menyusun Rancangan
APBD Provinsi Lampu:rg tabrlrl^ 2O21.
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Pasal 4

Dalam melakukan pembahasan RKA-PD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Provinsi
Lampung Tahun 2021.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai
berikut:
a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kine{a triwulan dan tahunan atas

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran
kegiatan dan indikator kineq'a masing-masing program;

b. l,aporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur
Lampung melalui Bappeda Provinsi La.mpung 14 (empat belas) hari setelah
berakhirnya triwulaa tahun bedalan; dan

c. l,aporan kine{a menjadi dan bahan pertimbangan untuk dievaluasi kinela
pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah pada anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

v Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14 Jrtli2O2O

G[,BERI{T'R LAMPUNG,

ttd

ARINAL D.'T'NAIDI
Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Jwh2O2O

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

IT. FAHRIZAL DARMINTO MA
Pemblna Utama

NtP. 19641021 199003 I fi)8

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2O2O NOMOR: 41

Salinan se dengan aslinya
Kf,PALA B RO HUKUM.

ZULFIIGR, SH., }IH.
Pembina Utama Muda

NrP. 19680428 t99203 t 003








